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Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah Iebih dua tahun
diundangkan, tetapi masih bersifat utopia. Posisi tawar konsumen masih tetap tidak seimbang dan konsumen
berada pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi pelaku usaha Beberapa hal menarik perhatian
peneliti untuk melakukan studi! penelitian ini. Pertama, perhatian hukum pidanayang bersifat ultimum
remedium terhadap korban, kini mulai beralih bersifat primum remedium. Kedua, tindak pidana korporasi,
dimana konsumen sebagai korbannya, dapat diatasi dengan menerapkan UUPK, meskipun masih terdapat
kendala sistemik. Ketiga, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),
seperti YLKI, dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan keterasingan korban
dalam sistem peradilan pidana. Keempat, yurisprudensi belum memberikan perspektif perlindungan
terhadap korban tindak pidana konvensional, apalagi terhadap korban tindak pidana korporasi. Dalam
perspektif perlindungan konsumen, fungsionalisasi hukum pidana menghendaki pengukuran seberapajauh
normanorma, doktrin-doktrin dan lembaga-lembaga hukum sampai kepada tujuan kemanfaatan sosial (Pasal
3 UUPK). Sebagai suatu sistem perlindungan (hukum) terhadap konsumen, UUPK merupakan payung yang
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Tindak pidana
korporasi (corporate crime), dimana konsumen sebagai korbannya, kiranya dapat diatasi dengan menerapkan
UUPK. Sesuai asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikedepankan UUPK, perwujudan
kepentingan memupuk laba tidak boleh semata-mata dimanipulasi motif "prinsip ekonomi pelaku usaha'.
Artinya, tak dibenarkan motif semata-mata memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan asas-asas itu.
Sejumlah kasus konsumen sebelum UUPK beriaku, seperti Biskuit Beracun (1989), Mie Instant (1994), dan
Tenggelamnya kapal feri KMP Gurita (1996) telah menelan begitu banyak korban konsumen tak berdosa
akibat diabaikannya asas tersebut. Peradilan tenggeiamnya kapal feri KMP Gurita telah membangun opini
publik bahwa kejahatan itu terjadi karena salahnya para konsumen itu sendiri (blaiming the victim). Posis
konsumen masih tetap terasing. Sementara itu mayoritas responden konsumen (141 responden atau 94,63%)
berpendapat keberadaan LPKSM dapat membantu menyuarakan keinginan para korban dan menghapuskan
keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana. Pendapat serupa juga dikemukakan responden korporasi
(12 responden atau 85,7%). Vis yang lemah tentang penegakan UUPK, tampak dalam kasus halal-haram
produk Ajinomoto (2001), dimanatindakan penyidikan yang dilakukan polisi terhadap PT Ajinomoto
Indonesia atas tuduhan kiasik Pasal 378 KUHP (tindak pidana penipuan) mendapat campur tangan dari

| stana Kepresidenan. Ini semakin menambah potret buram penegakan UUPK, kendati kini produk
Ajinomoto tak lagi haram.
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